
        

         

 

 

 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR 29 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 

2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 

10); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Bupati adalah Bupati Blora. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua 

hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban 

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 berjumlah Rp2.687.893.249.588,00 (dua triliun enam ratus 

delapan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus 

empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). 

 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.477.158.360.000,00 (dua triliun empat 

ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam 

puluh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp210.734.889.588,00 (dua ratus 

sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh 

sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi 

Rp2.687.893.249.588,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar 

delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu 

lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pendapatan:  

 1. Semula : Rp2.498.558.360.000,00  

 2. bertambah/(berkurang) : Rp   125.507.846.000,00  

  Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp2.624.066.206.000,00 

b. Belanja: 

 1. semula : Rp2.477.158.360.000,00  

 2. bertambah/(berkurang) : Rp   210.734.889.588,00  

  Jumlah Belanja setelah perubahan Rp2.687.893.249.588,00 

  Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp    63.827.043.588,00) 

c. Pembiayaan: 

 1. penerimaan Pembiayaan:  

  a.  semula : Rp      29.200.000.000,00  

  b.  bertambah/(berkurang) : Rp    100.227.043.588,00  

  Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp    129.427.043.588,00 

 2. Pengeluaran Pembiayaan: 

  a.  semula : Rp      50.600.000.000,00  

  b.  bertambah/(berkurang) : Rp      15.000.000.000,00  

  Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp      65.600.000.000,00 

  Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp      63.827.043.588,00 

d. Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp                            0,00 

 

Pasal 4 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas: 
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a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 

d. 

 

Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

e. 

 

 

Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan Yang Diterima Serta SKPD Pemberi 

Bantuan Keuangan; dan 

f. 

 

Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja 

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota/Desa. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal  6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 24 September 2024 

BUPATI BLORA, 

            Cap Ttd. 

ARIEF ROHMAN 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 24 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 29 

 Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, 

 
 

SLAMET SETIONO, SH, MM 
NIP. 19770111 200501 1 006 

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE 

(Balai Sertifikasi Elektronik).  
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